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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah
Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap
Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Pricritas belanja daerah, Plafon Anggaran
Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan
daerah TA 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

D__enpasar, 21 Juli 2023
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun
2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Tahun 2024 pada tanggal 7 Juli 2023.

Tahap selanjutnya yang juga merupakan suatu tahapan penting dalam
penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Hal ini sejalan dengan Pasal
89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun
rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu
pada pedoman penyusunan APBD. Hal tersebut juga sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa KUA merupakan dokumen
yang memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) asumsi penyusunan
APBD; (c) kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e)
Kebijakan pembiayaan daerah; dan (f) strategi pencapaian hal-hal tersebut di
atas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk Tahun 2024 dan merupakan pedoman
dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas,
efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan KUA diharapkan dilakukan
secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif

sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib
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pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas
legalitas (governance by the law).

Dengan adanya KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah
dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wewenang
otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak
menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan KUA
Tujuan disusunnya KUA Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 adalah
untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Denpasar atas kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam
pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kota
Denpasar Tahun 2024;

2. Menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar

hukum penyusunan KUA sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465);

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
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(4)

()

(6)

(7)

(8)

9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun
2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kota Denpasar (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor

1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat dan Badan Daerah;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit
Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah,
Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita

Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25).
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dengan masih terjadinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina
yang belum juga mereda serta pengenaan sanksi terhadap Rusia yang
menyebabkan gangguan pasokan energi dan pangan global serta gangguan
mata rantai pasokan global, yang mengakibatkan tingginya harga-harga
komoditas, harga energi maupun harga pangan global, karena kurangnya
pasokan menimbulkan resiko perlambatan ekonomi global dan karena
kenaikan harga menimbulkan resiko terjadinya kenaikan inflasi diberbagai
dunia.

Tantangan dan prospek perekonomian Denpasar akan banyak
dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan
global. Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia
pada tahun 2023 menjadi 2,3% dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,6% hal
ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai serta
pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju, serta koreksi
proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan disertai dengan
meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat (AS) dan
Eropa.

Hal ini terlihat dari kondisi Rupiah yang melemah, harga minyak
yang semakin tinggi yang bahkan sudah tembus USD 100 per barel akan
meningkatkan inflasi dan membuat biaya pengiriman (logistik) menjadi jauh
lebih mahal. Efeknya adalah harga kebutuhan pokok semakin meningkat,
daya beli masyarkat semakin rendah dan efek terhadap subsidi energy juga
akan membengkak cukup signifikan.

Namun dalam kondisi ekonomi yang belum menentu pada
perekonomian global, penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan memberikan
dampak yang cukup besar pada aktivitas konsumsi masyarakat hal ini
disebabkan besarnya kontribusi dan suntikan dana pemerintah dalam
penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara sekaligus, yakni pemilihan
presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Aktivitas
ekonomi diyakini akan meningkat pada pemilu 2024. Selain dari
masyarakat, konsumsi yang besar juga akan dilakukan oleh pemerintah

untuk penyelenggaraan pemilu 2024.
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Pertumbuhan ekonomi Denpasar diproyeksikan selaras dengan
pertumbuhan ekonomi Bali, dimana mengalami peningkatan pada tahun
2022 pada rentang 4,60% - 5,40% sejalan dengan dampak penyelenggaraan
puncak KTT G20 Presidensi Indonesia, serta penambahan maskapai
International Direct Flight. Seperti halnya tahun 2023, arah kebijakan
pembangunan ekonomi Kota Denpasar untuk Tahun 2024 tetap menitik
beratkan pada sektor Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan
Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Pariwisata, Infrastruktur dan Reformasi
Birokrasi. Selain hal tersebut, untuk menjamin sinergitas arah
pembangunan yang berkelanjutan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar
diarahkan sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2024 dan
juga kebijakan ekonomi nasional Tahun 2024.

Pelaksanaan upaya tersebut membutuhkan arah dan kebijakan
ekonomi daerah yang tepat, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan
ekonomi daerah tahun 2024, Pemerintah Kota Denpasar melihat beberapa
indikator ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024,

indikator makro ekonomi Kota Denpasar di proyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024

No Indikator Makro Ekonomi Target 2024
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4%

2 Inflasi (%) 2,37%

3 Angka Kemiskinan (%) 1,99%

4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,95%

5 Indeks Pembangunan Manusia 84,55%

Sumber: DATA RKPD Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam
penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota saat ini. Implikasi
dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-

sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah
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dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada
masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada
akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan
keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik
dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah
daerah. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak
terlepas dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat
tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah yang dilaksanakan denganbaik, diharapkan mampu meningkatkan
perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan demikian keuangan daerah memiliki peranan penting dalam
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah
merupakan  faktor  strategis yang turut menentukan = kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan
daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah
terhadap  penyelenggaraan urusan  pemerintahan yang  menjadi
tanggungjawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah
dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan
keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu
dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring
dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan
sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam
aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-
perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran
berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan
pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan
daerah yang dikelola dengan baik.

Selain hal tersebut di atas, APBD yang direncanakan juga perlu

mempedomani norma dan prinsip penganggaran seperti :
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Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan
persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga
menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab
pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat
menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan
asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya
dapat dipertanggungjawabkan

Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh
segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan
penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang
obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan
dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh
karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran,
maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan,
sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan
yang diprogramkan.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan
pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan
Bab VI.
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BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2024 akan berfokus pada
penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan
infrastruktur, peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA), dan
penguatan deregulasi dan institusi. Hal tersebut selaras dengan tema
kebijakan fiskal tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2024 di sektor APBN
akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik
dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian
target pembangunan secara optimal.

Pada tahun 2024 Pemerintah Pusat menetapkan 8 (delapan) arah
kebijakan prioritas sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Diharapkan Tahun 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1
persen.

2. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi dengan
harapan mencapai 27,27% persentase penurunan emisi GRK.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
dengan harapan prevalensu stunting pada balita mencapai 14%
di Tahun 2024.

4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dengan
harapan pertumbuhan PDB Industri Pengolahan sebesar 5.4-
5,8% di Tahun 2024.

5. Penguatan Daya Saing Usaha dengan harapan peningkatan
pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 5,2-7% di Tahun 2024.

6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
dengan harapan adanya peningkatan persentase kondisi mantap
jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota, Peningkatan rumah
tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak
dan aman, Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses
sanitasi, layak dan aman, serta pemenuhan Bandara Baru yang
dibangun sebanyak 11 di Tahun 2024.

7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
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Sasaran pembangunan nasional pada Tahun 2024 meliputi
Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen; Tingkat Kemiskinan
dengan target 6,5-7,5 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT 5,0-5,7
persen; Rasio Gini dengan target 0,374-0,377; Indeks Pembangunan
Manusia dengan target 75,64; Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK
dengan target 27,27 persen; Nilai Tukar Petani/NTP dengan target 105-108;
dan Nilai Tukar Nelayan/NTN dengan target 107-110.

Terdapat beberapa perubahan asumsi dikarenakan oleh dinamika
global dan geopolitik termasuk didalamnya konflik Rusia dan Ukraina serta
risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Asumsi
makro yang digunakan dalam menyusun RAPBN Tahun 2024 merupakan
kondisi eksternal Kota Denpasar yang juga akan mempengaruhi kebijakan
APBD Kota Denpasar. Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2024
adalah sebagai berikut:

—_

. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen

2. Inflasi 1,5-3,5 persen

3. Tingkat pengangguran terbuka 5-5,7 persen

4. Rasio gini 0,374-0,377

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02
6. Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Target indikator makro ekonomi Kota Denpasar yang ingin dicapai
pada Tahun 2024, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi
nasional dan internasional serta internal Kota Denpasar. Selain asumsi
kondisi makro ekonomi nasional, untuk mencapai target indikator makro
ekonomi Kota Denpasar, berikut asumsi-asumsi yang digunakan sebagai
prasyarat tercapainya rencana target makro Kota Denpasar 2024 yang
kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Denpasar, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen

2. Inflasi 2,37 persen

3. Angka kemiskinan 1,99 persen

4. Angka Pengangguran 3,95 persen

5. Indeks Pembangunan Manusia 84,55 persen

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2024

diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah
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sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah

kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan

yang akan dihadapi. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan,

ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024 adalah

“Memperkuat Daya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk

Denpasar Maju” dengan 5 (lima) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Pendidikan dan Kesehatan

Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan

Sosial dan Ketenagakerjaan

Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan

Reformasi Birokrasi

Dari 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar dijabarkan

dalam 16 (enam belas) sasaran pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2024

No.

Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

Pendidikan dan Kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan
pendidikan

Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan

Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan
Kebudayaan

Meningkatnya pendapatan
masyarakat

Meningkatnya pembangunan
kebudayaan

Sosial dan Ketenagakerjaan

Mengurangi kemiskinan

Mengurangi pengangguran

Infrastruktur dan Stabilitas
Keamanan

Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur

Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Hidup

Optimalnya pemanfaatan teknologi

Meningkatnya inovasi daerah

Meningkatnya kesiapsiagaan dan
upaya penanganan bencana

Meningkatnya upaya penanganan
pelanggaran Perda

Menurunnya kasus kriminalitas

Meningkatkan ketahanan pangan

Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas pelayanan
publik

Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
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Pada Tahun 2024 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan
Nasional dan Provinsi Bali, yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar
Tahun 2023

NASIONAL

PROVINSI BALI

KOTA DENPASAR

. Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas
dan Berkeadilan

. Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

. Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Berkualitas

dan Berdaya Saing

. Revolusi Mental dan

Pembangunan
Kebudayaan

. Memperkuat
Insfrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

. Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim

. Memperkuat Stabilitas
Polhumkam dan
Transformasi Pelayanan

Publik

. Pangan, Sandang

dan Papan

. Kesehatan dan

Pendidikan

. Jaminan Sosial

dan

Ketenagakerjaan

. Adat, Agama,

Tradisi, Seni dan

Budaya

5. Pariwisata

6. Penguatan

Infrastruktur

. Tata Kelola

Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

. Pendidikan dan
Kesehatan

. Ekonomi Kreatif,
Pariwisata dan
Kebudayaan

. Sosial dan
Ketenagakerjaan

. Infrastruktur dan
Stabilitas
Keamanan

. Reformasi

Birokrasi
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pendapatan Tahun 2024 didasarkan pada target
pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2024 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun
sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah. Pendapatan Daerah Kota Denpasar terdiri atas Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto
yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024, diarahkan
kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah,
retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan
keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran

pendapatan yang optimis tercapai.

Tahun 2024, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada
peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD,
Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah

kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan
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pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan
daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan

daerah.
Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2024 diproyeksikan
akan mengalami peningkatan dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran
2024, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan 5,4%

b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 3 Tahun terakhir
2020, 2021, 2022 rata-rata PAD mengalami pertumbuhan sebesar
9,24%. Namun melandainya covid 19 belum membawa dampak yang
signifikan terhadap presentase kenaikan PAD di Kota Denpasar.

c. Tahun 2024 diharapkan sebagai tahun pemulihan ekonomi Kota
Denpasar dimana sektor-sektor unggulan diharapkan mulai bangkit

dan menjalankan aktivitasnya.
2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diproyeksikan juga mengalami peningkatan dari
Tahun 2023, mengingat kesehatan masyarakat yang berangsur pulih
sehingga kemampuan keuangan pemerintah pusat juga mengalami
peningkatan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
meliputi:
1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan
pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang
disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal
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187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

(2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak

daerah dan retribusi daerah berikut:

(1)

(2)

(3)

Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XV/2017;

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan
Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan; dan

Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan
retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam

peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan
objek:

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat
dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah
dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

[uran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara,

dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya
selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan

ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan

pelaksanaannya.

d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD

mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi

daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai

maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah

dalam APBD memperhatikan:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022;

insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung
operasional penggunaan alat utama dan komponen
utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan,
dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua
persen);

Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank,
kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus,
truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan,
kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan
taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas
silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali,
pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat
terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat
zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan),
kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan
radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas

air dan kapal bawah air; dan
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f)

(6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing
Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine,
Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis

pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif

Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampabh.

Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub

kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,

Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan

Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah

Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan = pemungutan. Kegiatan  pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak

serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah
Daerah agar menetapkan:

(1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil)
dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%;
dan

(2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%,
sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
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2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal
daerah.

b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan T.A. 2024 memperhatikan nilai kekayaan
daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu, antara lain:

(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
perusahaan daerah yang mendapatkan investasi
Pemerintah Daerah;

(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu;

(3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

(4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3) Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah
a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain
pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(3) hasil kerja sama daerah,;
(4) jasa giro;
(5) hasil pengelolaan dana bergulir;
(6) pendapatan bunga;
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(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan

daerah;

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,

dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat

penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya

merupakan pendapatan daerah;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing;
(10)pendapatan denda atas keterlambatan
pekerjaan;
(11)pendapatan denda pajak daerah;
(12)pendapatan denda retribusi daerah;
(13
(14
(15)pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

)
)
)
)
)
)

pelaksanaan

(16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah,

Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan

barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah

(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan

(KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang

milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

(1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

(DBH)-Pajak

(a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas

Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai

Hasil Tembakau.
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(b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBHPPh)

terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak
Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai
dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN T.A. 2024 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak T.A. 2024 atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak T.A. 2024
yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,
dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan
negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran
sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak
Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi
resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh)
terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak
Bumi dan Bangunan T.A. 2024 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD T.A.
2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBHPPh) terdiri dari Pajak
Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan
dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD T.A. 2024
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD T.A. 2024 .

(d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-

CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan
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dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A. 2024
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-
CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota T.A. 2024 . Apabila
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A. 2024 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota T.A. 2024 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan
pada realisasi DBH-CHT T.A. 2024 sebelumnya.

(e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.

()

2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian
alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi
resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota T.A. 2024 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang
APBD T.A. 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
T.A. 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD T.A. 2024 .

Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program
peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang
cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu
(cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangundangan mengenai cukai, dengan prioritas pada
bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan
kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan
kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di
daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan
promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan
prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi

stunting penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/
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prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran
JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang
ditetapkan dengan Perkada.

(g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali
DBH-CHT T.A. 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-
tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan T.A. 2024 ,
pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD T.A. 2024 .

(h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali
DBH-CHT T.A. 2024 seperti pendapatan kurang salur
tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan
T.A. 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan
dalam penyaluran T.A. 2024 .

(i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya
sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada T.A. 2024
2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di T.A. 2024,
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada
T.A. 2024 mendahului perubahan APBD, dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
T.A. 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan
APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
T.A. 2024 .

(j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas
Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai
Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom
baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

(a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara,

Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta

Perkebunan Sawit.
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(b)

(d)

(e)

DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan
dana reboisasi.

Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan
paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN T.A. 2024
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan
Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit
T.A. 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA
Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas
Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit T.A.
2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara,
Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan
Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi,
Perikanan serta Perkebunan Sawit T.A. 2024  yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut
didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-
SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan
Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit
3 (tiga) tahun terakhir yaitu T.A. 2021, T.A. 2022, dan T.A.
2023 .

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi

DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi
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(H

(8)

(h)

dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan
Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit T.A. 2024
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Perda tentang APBD T.A. 2024  ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-
SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral
dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi,
Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda
tentang Perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD T.A. 2024 .

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi
resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-
SDA Dana Reboisasi T.A. 2024 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD T.A.
2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-
SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD T.A. 2024
dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan
APBD T.A. 2024  atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
T.A. 2024 .

Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana
Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh

persen) yang pembagian antara provinsi dan
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kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan
berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah
yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan
ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua,
dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen)
untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen)
untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga
puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10%
(sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan
masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai
otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan
kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak
Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit T.A. 2024 seperti pendapatan lebih
salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih
pendapatan T.A. 2024, pendapatan lebih tersebut
dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD T.A.
2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD T.A. 2024 .
Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan
kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak
Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit T.A. 2024 seperti pendapatan kurang
salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang
pendapatan T.A. 2024, pendapatan kurang tersebut
diperhitungkan dalam penyaluran T.A. 2024 .

(3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi

Umum (DAU)

()

(b)

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan

atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
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Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU
didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DAU
Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerahtentang
APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan

APBD Tahun Anggaran 2024.

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi
Khusus (DAK)

(a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer
Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui

portal Kementerian Keuangan.

(b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati

(©)

Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer
Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, DAK dimaksud langsung
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,
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Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer
Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2024.
(d) Kebijakan DAK Fisik

i Penganggaran dan penggunaan DAK fisik T.A. 2024
berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai
Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri
Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk
Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-
masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

ii Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap
penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian
pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK
fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik
yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan
K/L pada T.A. 2024 berdasarkan petunjuk teknis
dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD T.A.
2024 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik
dimaksud.

iii Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang
Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi,
Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM),
Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

i) bidang pendidikan kegiatan peningkatan
prasarana pendidikan pada provinsi dan
kabupaten/kota dianggarkan dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang

menangani urusan pendidikan, yaitu:
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(i) satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah (Negeri)
dianggarkan pada kelompok belanja
modal, jenis belanja modal dengan objek,
rincian objek dan sub rincian objek sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

(ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat/swasta dianggarkan dalam
kelompok belanja operasi, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek
belanja  berkenaan = sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman
kegiatan pada bidang perumahan dan
permukiman yang dilakukan secara swakelola
oleh kelompok masyarakat berupa bantuan
stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada
SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang
perumahan dan permukiman pada kelompok
belanja operasi jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja wuang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat, rincian objek belanja uang
yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/
masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.
iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan
secara swakelola oleh kelompok masyarakat
dianggarkan pada SKPD yang menangani
sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja uang
dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek
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belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian
objek  belanja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum
kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan
secara swakelola oleh kelompok masyarakat
dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan
urusan air minum dalam kelompok belanja
operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek
belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat,
rincian objek belanja uang yang diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan
sub rincian objek belanja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian kegiatan pada bidang
pertanian yang dilaksanakan melalui metode
swakelola padat karya (cash for work) yang
melibatkan  partisipasi  petani, kelompok
tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada
SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian
dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja
barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau
jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat, rincian objek belanja uang
yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

(i) menu kegiatan DAK fisik bidang IKM
meliputi: pembangunan sentra IKM; dan
(ii) revitalisasi sentra IKM
dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di
atas menghasilkan barang/jasa yang

diserahkan langsung dan digunakan oleh
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IKM di dalam Sentra IKM termasuk
revitalisasi ruang/area produksi dan atau
mesin/peralatan sebagaimana amanat
petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, dianggarkan pada SKPD yang
menangani bidang Industri Kecil dan
Menengah dalam  kelompok belanja
operasi, jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja barang, rincian objek
belanja dan sub rincian objek belanja
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

iv Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling
banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per
bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai
kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.

v dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah
memperhatikan ketentuan:

i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output
belum tercapai, yaitu:

(i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) T.A. 2024
sebelumnya, digunakan dalam rangka
pencapaian  output dengan menggunakan
petunjuk teknis pada saat outputnya belum
tercapai, dan dianggarkan dalam APBD T.A.
2024 dengan melakukan perubahan perkada
tentang Penjabaran APBD T.A. 2024 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang
perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD T.A. 2024; atau

(ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) T.A.
2024 sebelumnya, digunakan untuk mendanai

kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang
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tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah
dengan menggunakan petunjuk teknis T.A.
2024, dengan mekanisme dianggarkan dalam
APBD T.A. 2024 atau melakukan perubahan
Perkada tentang Penjabaran APBD T.A. 2024
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD T.A. 2024 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD T.A.
2024.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya
telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam
rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran
berjalan dan tahun anggaran berikutnya;
dan/atau

(iij bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan
daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun
anggaran berikutnya, dengan menggunakan
Petunjuk Teknis T.A. 2024 berjalan, dengan
melakukan  perubahan Perkada  tentang
penjabaran APBD T.A. 2024 dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang perubahan
APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD T.A. 2024.

vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang
tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan
sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan
DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga
atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik
i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik T.A. 2024

berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang
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ii.

pengelolaan DAK Nonfisik danPetunjuk Teknis DAK
Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan
yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari
DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan
kabupaten/kota yaitu:

i) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kotabagi
satuan pendidikandasar (Satdikdas) negeri yang
diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk
program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke
dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan,
sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang
diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk
program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke
dalam belanja hibah sesuai kode rekening
berkenaan.

ii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan
Kesetaraan pada kota bagi satuan Pendidikan
(Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri
yang diselenggarakan oleh kota dalam bentuk
program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke
dalam belanja hibah sesuai kode rekening
berkenaan.

iii) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan T.A.
2024 sebelumnya diperhitungkan kembali dalam
penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan
T.A. 2024 . Penganggaran penggunaan kembali sisa
dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan
penyesuaian mendahului perubahan APBD  T.A.
2024 dengan menetapkan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan

kepada pimpinan DPRD.
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iii.

iv.

Vi.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas
alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah,
Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan
Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran
dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau
penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat
rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat
rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi
dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru
ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan
Perkada tentang penjabaran APBD T.A. 2024 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD T.A.
2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD T.A. 2024 .

Dalam hal Perda tentang perubahan APBD T.A. 2024 telah
ditetapkan  mendahului informasi perubahan yang
diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah,
dan/atau pelaksanan penghentian atau penyesuaian jumlah
salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan
perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA T.A. 2024 .
Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik,
dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama
dalam APBD T.A. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perdatentang
APBD T.A. 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK
Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan
kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD
T.A. 2024 dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD T.A. 2024 dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Perda tentang perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD T.A. 2024 .
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(5) Kebijakan Insentif Fiskal

(a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan

kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa
perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan
daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan

umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

(b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A. 2024 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pengalokasian Insentif Fiskal T.A. 2024 atau informasi resmi
mengenai alokasi Insentif Fiskal T.A. 2024 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal T.A. 2024
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Perda tentang APBD T.A. 2024 ditetapkan, Pemerintah
Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud
dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD T.A. 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
T.A. 2024 .

(6) Dana Desa (DD)

()

(b)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi
perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui

pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS
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sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa
Universal Health Coverage (UHC).

(c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN T.A. 2024 atau informasi resmi mengenai
rincian Dana Desa T.A. 2024 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan.

(d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN T.A.
2024  belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai
rincian Dana Desa T.A. 2024 melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa
tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa T.A.
2024.

(e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN T.A.
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian
Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
informasi resmi mengenai rincian Dana Desa T.A. 2024
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Perda tentang APBD T.A. 2024 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
T.A. 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan
APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD T.A. 2024 .

b) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
(1) Transfer antar Daerah - Pendapatan bagi hasil

(a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber
dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada
Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi
Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada
penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam

APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.
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(©)

(d)

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi
Tahun Anggaran 2024 penganggarannya didasarkan pada
penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota
yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat
pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan

APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Transfer antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

()

(b)

()

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang
diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya,
dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau
kabupaten/kota, terdiri atas:

i. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana
yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka
kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan.

ii. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana
yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan
tertentu.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan
dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/

kota; dan
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iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/
kota.

(d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus
berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang
tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan
keuangan dimaksud.

() Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan
bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan
keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan
daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
memperhatikan kebijakan:
a) Pendapatan hibah
(1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak

mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang

tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan

tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi
serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja

(Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di

kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai

dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-
masing Provinsi digunakan:

(a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan
kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan
dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan

(b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti
pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan
kios layanan mandiri dan sosialisasi

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan

hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan
pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan
hibah.

Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat

kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN

dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah
atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.Pendapatan hibah
berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan

Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan

Pemberian Hibah.

Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman

Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannyalebih dari 1 (satu)

tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah

daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah
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(7)

b) Dana
(1)

(2)

(3)

(4)

daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri
untuk tahun yang ditetapkan.

Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada
tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD T.A. 2024 dan diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Perda tentang Perubahan APBD T.A. 2024 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD T.A. 2024 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi
oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani
masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana
darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalamPeraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung
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dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(1) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

(a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan
berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara
Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan
mempertimbangkan:

i. realisai bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun
terakhir; dan

ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun
berkenaan,
sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk
pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran
berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non
kontraktual.

(b) Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi
sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP),
dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

i. besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi
dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk
masyarakat sekitar PLTP;

ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan
terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil
panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
dan

iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi
diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain

pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik),
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penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang
lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

(2) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah
Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada
akun Pendapatan, kelompok Lain-lain PD Yang Sah, jenis
Lain-lain PD Yang Sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian
objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening
berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan
itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah
tersebut yang belum menerapkan BLUD mempedomani:

a) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional,

b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN

pada FKTP milik Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
Pada APBD Tahun 2023 Pendapatan Daerah Kota Denpasar

dianggarkan Rp2.129.585.065.730 (dua triliun seratus dua puluh

sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh lima ribu

tujuh ratus tiga puluh rupiah) sedangkan pada Tahun Anggaran 2024

diproyeksikan sebesar Rp1.972.778.439.796 (satu triliun sembilan ratus
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tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus
tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
mengalami penurunan sebesar Rp156.806.625.934 (seratus lima puluh
enam miliar delapan ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu
sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar (-7,36%) dari tahun
sebelumnya.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah

sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar ditargetkan sebesar
Rp1.070.639.736.221 (satu triliun tujuh puluh miliar enam ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua
ratus dua puluh satu rupiah) terdiri dari :

» pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan
penerimaan terbesar PAD sebesar Rp875.000.000.000 (delapan
ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);

» retribusi daerah sebesar Rp20.094.975.196 (dua puluh miliar
sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima
ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

* hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp56.147.918.151 (lima puluh enam miliar seratus empat
puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus lima
puluh satu rupiah);

*» lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  sebesar
Rp119.396.842.874 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus
sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

b. Pendapatan Transfer sebesar Rp886.876.031.575 (delapan ratus
delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta
tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri
dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp745.496.735.001 (tujuh
ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam
juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah) dan Transfer
Antar Daerah sebesar Rp141.379.296.574 (seratus empat puluh
satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus
sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:
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Transfer Pemerintah Pusat:

Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar
Rp83.184.332.000 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan
puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp633.386.906.000 (enam
ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta
sembilan ratus enam ribu rupiah);

Dana Alokasi Khusus sebesar RpO (nol rupiah) hal ini
dikarenakan Pendapatan DAK dianggarkan sesuai Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN T.A. 2024 atau informasi resmi
mengenai DAK Tahun 2024 melalui Portal Kemenkeu begitu juga
dengan Kebijakan Insentif Fiskal ;

Kebijakan Insentif Fiskal sebesar RpO (nol rupiah) seperti halnya
DAK, Kebijakan Insentif Fiskal dianggarkan sesuai Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN T.A. 2024 atau informasi resmi
mengenai Kebijakan Insentif Fiskal Tahun 2024 melalui Portal
Kemenkeu;

Dana Desa sebesar Rp28.925.497.001 (dua puluh delapan miliar
sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh

tujuh ribu satu rupiah).

Transfer Antar Daerah:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar
Rp130.000.000.000 (seratus tiga puluh miliar rupiah);

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar
Rp11.379.296.574 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh
sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus

tujuh puluh empat rupiah).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp15.262.672.000

(lima belas miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh

puluh dua ribu rupiah).

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota

Denpasar, disajikan dalam tabel 4.1 tentang Target APBD Kota Denpasar
Tahun 2021 - 2024.
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2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Tabel 4.1
Target APBD Kota Denpasar
Tahun 2022 - 2024

(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN
NO URAIAN
2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN 1.975.625.120.909 | 2.129.585.065.730
" | DAERAH . . . . . . . . 1.972.778.439.796
Pendapatan
4.1. 770.295.670.000 899.495.659.600 1.070.639.736.221
Asli Daerah : : : :
Pendapatan
4.1.1. 562.207.740.000 713.251.605.088 875.000.000.000
Pajak Daerah ’ ’ ’
Hasil
4.1.2. | Retribusi 29.154.972.000 19.447.424.196 20.094.975.196
Daerah
Hasil
Pengelolaan
4.1.3. | Kekayaan 52.140.471.871
y 53.956.529.836 56.147.918.151
Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
4.1.4. 126.792.486.129 113.540.100.480 119.396.842.874
Asli Daerah ’ ’ ’
yang sah
Pendapatan
4.2. 1.191.129.450.909 1.216.217.988.130 886.876.031.575
Transfer
Transfer
4.2.1. | Pemerintah 1.037.618.474.192 | 1.029.548.033.000 745.496.735.001
Pusat
Dana
4.2.1.01. 958.221.206.192 954.452.473.000 716.571.238.000
Perimbangan
Dana Transfer
4.2.1.01.01. 687.141.045.192 716.571.238.000 716.571.238.000

Umum
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Dana Bagi
Hasil Pajak/
Bagi Hasil
Bukan Pajak

77.406.480.192

83.184.332.000

83.184.332.000

Dana Alokasi

Umum

609.734.565.000

633.386.906.000

633.386.906.000

4.2.1.01.02.

Dana Transfer

Khusus

271.080.161.000

237.881.235.000

0

Dana Alokasi

Khusus

271.080.161.000

237.881.235.000

4.2.1.02.

Dana Insentif

Daerah

50.471.771.000

42.051.656.000

4.2.1.02.01.

Dana Insentif

Daerah

50.471.771.000

42.051.656.000

4.2.1.06.

Dana Desa

28.925.497.000

33.043.904.000

28.925.497.000

4.2.1.06.01.

Dana Desa

28.925.497.000

33.043.904.000

28.925.497.001

4.2.2.

Transfer

Antar Daerah

153.510.976.717

186.669.955.130

141.379.296.574

4.2.2.01.

Pendapatan

Bagi Hasil

151.905.066.717

182.321.045.130

130.000.000.000

4.2.2.01.01.

Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak dari
Provinsi dan
Pemerintah
Daerah

lainnya

151.905.066.717

182.321.045.130

130.000.000.000

4.2.2.02.

Bantuan

Keuangan

1.605.910.000

4.348.910.000

11.379.296.574

Bantuan
Keuangan
dari
Pemerintah
Daerah
Provinsi

lainnya

1.605.910.000

4.348.910.000

11.379.296.574

4.3

Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
Sah

14.200.000.000

13.871.418.000

15.262.672.000

4.3.1

Lain-Lain

Pendapatan

14.200.000.000

13.871.418.000

15.262.672.000

Sumber BPKAD Kota Denpasar
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BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan alokasi belanja RKPD Kota Denpasar Tahun 2024
berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan
dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanan tugas,
pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan
demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi
daerah yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan
pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan
pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus
mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus
terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi
daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program
dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
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program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan

target kinerjanya.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024

yaitu “Memperkuat Daya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk

Denpasar Maju”, Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

1.

Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota
Denpasar;

Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar
Tahun 2024;

Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan
khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk
menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku;

Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing — masing Perangkat Daerah di
jajaran pemerintah Kota Denpasar; dan

Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada
kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi

sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan

aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan

untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari

belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek, meliputi:
1) Belanja Pegawai
a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil

Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta
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b)

d)

g)

h)

pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan
kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b)
antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan
kesehatan dan keselamatan kerja.
Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai
diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja
APBD.
Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan
profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang
bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya.
Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah
melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara
bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa
gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan
penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang
diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.
Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
(1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan
pada belanja Sekretariat Daerah;
(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada
belanja Sekretariat DPRD; dan
(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
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j)

bersangkutan.

Kebijakan penganggaran Dbelanja pegawai

dimaksud memperhatikan ketentuan:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas
serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran
belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon
ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai
Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang
melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi
PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan
urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan
PPPK pada tahun sebelumnya.

(4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum
2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK)
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD
serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
ASN
(a) Ketentuan pemberian TPP ASN:

i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada
saat pembahasan KUA dan PPAS;

ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN
dimaksud didasarkan pada pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya;

iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah dengan berpedoman
pada peraturan pemerintah;

iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah
dimaksud, kepala daerah dapat memberikan
TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam
Negeri diberikan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;
dan

v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan
pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan
ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri
Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan
DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk T.A. 2024, yaitu:

i. Alokasi anggaran TPP untuk Tahun Anggaran
2024 nominalnya mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya dimana Tahun Anggaran
2023 dibayar sebesar 75% dan Tahun Anggaran
2024 sebsar 85% dari Peraturan Walikota
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Denpasar Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara;

ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun

Anggaran sebelumnya sepanjang:

i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja
pegawai dalam APBD, antara lain uang
lembur dan/atau kompensasi lain yang
diatur dalam = peraturan  perundang-
undangan yang diterima pegawai ASN pada
Tahun Anggaran sebelumnya;

ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan
kriteria prestasi kerja kepada individu
dan/atau perangkat daerah yang
menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik  antara lain  Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu
Kredit Pemerintah Daerah pada belanja
pengadaan barang dan jasa, dan SIPD
secara terintregrasi dalam pengelolaan
keuangan daerah.

iii. Alokasi anggaran TPP bagi Inspektur lebih kecil
dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari
kepala perangkat daerah lainnya.

(c) Kebijakan pemberian TPP ASN Tahun Anggaran
2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam
rangka mendukung program koordinasi dan
supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan
TPP ASN agar memedomani:

i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah
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divalidasi kementerian terkait sesuai dengan
regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;

ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan
honorarium ke dalam formulasi penganggaran
TPP ASN;

iii. pemberian sanksi administratif =~ berupa
penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN
penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan
LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset
milik /dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak
sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian
negara/daerah berdasarkan hasil audit dan
rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan

iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya
korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa, agar Pemerintah Daerah
memprioritaskan  pemberian TPP  kepada
jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu
kepada hasil evaluasi jabatan.

(d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP
ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan
ketentuan:

i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
dengan menggunakan SIPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN
oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen

Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan
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kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen
Bina Keuangan Daerah mengeluarkan
persetujuan pemberian TPP ASN kepada
Pemerintah Daerah.

(8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan
Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus
Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN T.A. 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau
pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta
honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu penghitungan dalam
kriteria tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.

(9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium
antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan,
pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan
ketentuan:

(a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan
Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
(SHSR).

(b) Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga
selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran
dengan mempedomani Peraturan Presiden

mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa
a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain

dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
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b)

kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran
prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD
terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja
barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk

diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa

memperhatikan ketentuan:

(1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang antara lain:

(a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata  yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar
kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,
jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang
T.A. 2024 dengan menerapkan digitalisasi
pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi
dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
memperhatikan asas  kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna
mencapai target kinerja yang ditetapkan.

(c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi
Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan
dijabarkan dalam RKPD.

(d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas

barang yang akan diserahkan kepada
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masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah
belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian
kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa
dimaksud terdiri atas:
(a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan Non ASN
berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik
yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan
dan besarannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada pihak lain atas pemberian
layanan antara lain listrik, air, telepon, internet
dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan
ketentuan:

i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNPNSD);

ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data
PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar
perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah
minimum provinsi/upah minimal
kabupaten/kota.

iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk
jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk

pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah
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dianggarkan dalam APBD antara lain:

i) kepala desa dan perangkat desa; serta

ii) PNPNSD,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan
ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan
kesehatan:

i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi
dalam membayar luran bagi Penerima
Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai
kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur
dalam  peraturan perundang-undangan,
yang dianggarkan pada SKPD yang
menangani urusan kesehatan pemberi
pelayanan kesehatan;

ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan
kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar
kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan
untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;

iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban
menyelesaikan seluruh tunggakan
pembayaran kontribusi iuran pada Tahun
Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud
belum dianggarkan pada APBD T.A. 2024
agar dilakukan penyesuaian mendahului
Perda tentang perubahan APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran
dan bantuan iuran pada SKPD sesuai
dengan jumlah penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan
satu Tahun Anggaran,;

v) Pemerintah Daerah berkewajiban
menyelesaikan seluruh tunggakan

pembayaran iuran dan bantuan iuran
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sebelum T.A. berakhir. Dalam hal belum

dianggarkan tunggakan dimaksud pada T.A.

2024 dapat dilakukan penyesuaian

mendahului Perda tentang perubahan APBD

sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga
membayarkan Bantuan luran bagi
penduduk yang mendaftar secara mandiri
dengan manfaat pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

vii) Pemerintah Daerah menganggarkan
bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan
jumlah penduduk yang mendaftar secara
mandiri untuk pembiayaan satu Tahun
Anggaran. Pemerintah Daerah
berkewajiban menyelesaikan seluruh
tunggakan pembayaran iuran dan bantuan
iuran. Dalam hal belum dianggarkan
tunggakan dimaksud pada T.A. 2024 dapat
dilakukan penyesuaian mendahului Perda
tentang perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

viii) Dalam rangka mewujudkan UHC,
Pemerintah Daerah:

() menganggarkan iuran baik sebagian
atau seluruhnya bagi setiap penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan kelas III selain Pekerja
Penerima Upah (PPU) dan PBI;

(i) wajib melakukan integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan JKN melalui
kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan
Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan
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BPJS kesehatan guna terselenggaranya
jaminan  kesehatan  bagi  seluruh
penduduk dan  tidak  melakukan
realokasi atas penganggaran JKN; dan

(iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU
dan BP antara Pemerintah Daerah
dengan BPJS kesehatan untuk satu
Tahun Anggaran atau 12 (dua belas)
bulan.

vi. Pemerintah  Daerah tidak diperkenankan
mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)
Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat
yang sama dengan JKN, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan skema ganda.

vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda
yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai
berikut:

i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan
atau pembayaran atas biaya pelayanan
kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh
Pemerintah Daerah kepada fasilitas
kesehatan, yang jenis pelayanan
kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau
seluruhnya dengan jenis/ manfaat
pelayanan kesehatan yang diatur dalam
program JKN yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran
pelayanan kesehatan oleh Pemerintah
Daerah kepada fasilitas kesehatan atau
langsung kepada masyarakat yang telah
terdaftar dalam kepesertaan program JKN
dengan status kepesertaan aktif atau
berstatus non aktif karena menunggak
iuran.

ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain

penjaminan/pembayaran pelayanan
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kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga
tidak dapat didaftarkan sebagai peserta
JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan
masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan
kesehatannya tidak dijamin oleh program
JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN
dari rumah ke fasilitas kesehatan atau
sebaliknya), biaya transportasi peserta dan
pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan
di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN,
biaya rumah singgah pengantar khusus
rujukan ke luar kota, dan manfaat
komplementer lainnya yang tidak dijamin
dalam manfaat JKN sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii) Kategori bukan skema ganda dapat
dianggarkan dalam APBD dengan
menggunakan kode rekening pembayaran
layanan kesehatan di luar cakupan layanan
BPJS;

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar
cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang
disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa medical check up,
kepada:

i. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk
keluarga (satu istri/suami dan dua anak),
dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

ii. Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk

istri/suami dan anak, dianggarkan dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 61



bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
secara fungsional terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan,
dilakukan di dalam negeri dengan tetap
memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah
terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi
atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN digunakan untuk menganggarkan belanja
iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non
ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
digunakan untuk menganggarkan belanja iuran
jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang
dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak
sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan
akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

() Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa
peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan,
sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset
tetap lainnya.

(g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa
konsultansi non konstruksi sedangkan jasa
konsultansi kontruksi mengikuti konsep full
costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan
dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh
peraturan perundangan-undangan dan diakui

sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai
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dengan  ketentuan = peraturan  perundangan-

undangan.

(h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja
jasa ketersediaan layanan (availibility payment)
untuk pembayaran secara berkala oleh kepala
daerah kepada badan usaha pelaksana atas
tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas
dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa
pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:

i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan
kapasitas bagi pejabat daerah dan staf
Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota
DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan
kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran daerah
serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan  aspek  urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi,
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kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang
akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji
kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi
dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur
atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan secara
selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau
terbatasnya kapasitas sumber daya serta
lembaga pengembangan SDM yang kompeten.

v. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi
serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan
kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau
sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara
virtual maupun hybrid.

vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM
aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
(Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan
kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator
dan jabatan pengawas serta digunakan untuk
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN),
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),
dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri,
sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
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Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat
Pimpemdagri) dirangkaikan dengan
sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat
Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di
Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota,
dimana sertifikat kompetensi menjadi salah
satu syarat administrasi seleksi JPT Madya
dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam
jabatan administrator maupun pengawas pada
instansi tersebut.
viii.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024,
untuk:
i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan
fungsional dan/atau Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan

kompetensi teknis

binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ii) Penyelenggaraan uji kompetensi
pemerintahan dalam rangka sertifikasi
kompetensi  pemerintahan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi
ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud,
sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga

puluh empat persen) dari total belanja daerah
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bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-
kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen)
dari total belanja daerah bagi Pemerintah
Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran
alokasi anggaran dalam APBD tahun
sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma
tiga puluh empat persen) dari total belanja
daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan
yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam
belas persen) dari total belanja daerah bagi
Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Pemerintah  Daerah tidak diperkenankan
mengurangi  besaran = persentase  alokasi
anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud
dan alokasi T.A. sebelumnya.

x. Alokasi anggaran khusus pengembangan
kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

(a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan pengelola barang,
pengguna barang atau kuasa pengguna barang
berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan
barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi
perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(4) Belanja  Perjalanan  Dinas  digunakan  untuk
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri
dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan
untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan
melewati batas kota dan perjalanan dinas
pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri,
pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan
untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap
yang dihitung dengan memerhatikan jumlah
pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk
pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan
dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru
penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

iii. Belanja  Perjalanan Dinas Dalam  Kota
digunakan untuk menganggarkan perjalanan
dinas di dalam kota bagi pejabat daerah,
pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota.

i) digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat,
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan
di dalam kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh
Pemerintah Daerah penyelenggara maupun
yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
penyelenggara di dalam kota Pemerintah
Daerah peserta dan biaya perjalanan

dinasnya ditanggung oleh Pemerintah
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Daerah peserta, yang meliputi:

(i) Biaya transportasi
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

(i) Biaya paket meeting (halfday/fullday/
fullboard/ residence);

(iii) Uang saku peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota;

(iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan
transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang
transport, uang saku, dan uang harian
sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang- undangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

i) Digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat,
seminar, dan sejenisnya yang

dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah

Daerah penyelenggara dan dibiayai

seluruhnya oleh  Pemerintah  Daerah

penyelenggara, serta dilaksanakan di luar
kota Pemerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh

Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

(i) Biaya transportasi peserta,
panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

(i) Biaya paket meeting (halfday/fullday/
fullboard/ residence);

(i) Uang saku peserta, panitia/moderator

dan/atau narasumber baik yang berasal

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 68



dari dalam kota maupun dari luar kota;

(iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan
transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang
transport, uang saku, dan uang harian
mengikuti  ketentuan yang mengatur
mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri
digunakan untuk menganggarkan perjalanan
dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan
dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai standar biaya masukan
yang Dberlaku pada APBN sebagaimana
dimaksud  peraturan  perundang-undangan
mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam
negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam
rangka kunjungan kerja atau studi banding,
baik perjalanan dinas dalam negeri maupun
perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara
selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah
orang dibatasi serta memperhatikan target
kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan
Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau
studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan
perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri

mempedomani ketentuan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.

(d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai
dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya
meliputi:

i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan
tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil
wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat pejabat
pimpinan tinggi madya.

ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan
biaya riil.

iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel
di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan
secara lumpsum.

v. Biaya riil lainnya yang diwajibkan untuk
melaksanakan perjalanan dinas seperti biaya
pemeriksaan saat pandemi Covid-19.

vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan
prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam
pelaksanaannya dapat dilampaui karena

kondisi tertentu, termasuk karena adanya
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kenaikan harga pasar.

(e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

() Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan
dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan
Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan
dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan
dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja
barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang  diberikan kepada
masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan

Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi

Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD

dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

ii. penghargaan atas suatu prestasi;

iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;

iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan
akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek
strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan; dan/atau
vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam
rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi
dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan
kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada
Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan

jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

a)

b)

d)

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian
pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja
bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi
daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman,
belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran
imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam
APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran
atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya
dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran
bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
T.A. 2024 pada SKPKD.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut
dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
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4) Belanja Subsidi
a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh

masyarakat.

b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan
Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari
Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari
usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara
SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai
pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery),
Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk
menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat
persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada
usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak
perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

(1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun
Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah
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seluruh belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
(3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

(c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran,
kecuali:

i. kepada pemerintah pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

iii. partai politik dan/atau;

iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

(d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus
menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan
atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.

(e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam  mendukung  terselenggaranya = fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

() memenuhi persyaratan penerima hibah.

(4) Belanja hibah diberikan kepada:

(a) Pemerintah Pusat;

(b) Pemerintah Daerah lainnya;

(c) Badan Usaha Milik Negara;

(d) BUMD;

(e) BUMDes;

() Badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
dan/atau

(g) Partai Politik.

i. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada
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partai politik tidak dituangkan dalam naskah
perjanjian  hibah  daerah  (NPHD) yang
penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada
partai politik mempedomani pada Peraturan
Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD dan  Tertib  Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada
satuan  kerja dari kementerian/lembaga non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

(a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota
kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya
pada provinsi;

(b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan
lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan
sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah
kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang
membidangi urusan administrasi kependudukan

untuk penyediaan blanko KTP.
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(6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

(a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan
daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan pada SKPD;

(b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga
pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam
rangka menunjang program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan
urusan Pemerintahan Umum;

(c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mendukung
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

(7) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain diberikan
kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(8) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD T.A.
2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon penerima hibah.

(9) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain
dengan  peraturan  perundang-undangan, maka
pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari
peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(10)Penganggaran belanja hibah dalam APBD T.A. 2024
mempedomani Perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring

dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 76



ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

1)

(2)

(3)

(4)

()

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan berupa uang

dan/atau barang kepada:

(a) individu;

(b) keluarga;

(c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami
risiko sosial;

(d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada

Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan

sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak
lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung
dengan  pengadaan/pembangunan  sampai siap
diserahkan.

Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak
terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang
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direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan.

(7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

(8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan antara lain pemberian
uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan
besaran diatur dalam perkada yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak
stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari
situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan
fenomena alam  sebagaimana dimaksud pada
penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

(9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

(a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dianggarkan pada
SKPD;

(b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan
kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat

Daerah.
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(10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD T.A.
2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.

(11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur

lain dengan peraturan perundang-undangan, maka

pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan
dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan
daerah.

(12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD T.A. 2024
mempedomani Perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan  evaluasi  bantuan  sosial, sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Belanja Modal

1)

2)

3)

4)

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan
dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal
kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud,
biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak
dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan.
kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan
ketentuan:
a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD T.A. 2024 untuk pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait
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5)

6)

7)

8)

langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri
atas:

(1) belanja modal tanah;

(2) belanja modal peralatan dan mesin;

(3) belanja modal bangunan dan gedung;

(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5) belanja modal aset tetap lainnya;

(6) belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset
tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas
minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat
atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5

(lima) hektar, dapat dilakukan:

a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar
menukar, atau cara lain yang disepakati; atau

b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

c) penetapan lokasi wuntuk tahapan diterbitkan oleh
bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk

dalam negeri.
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C.

9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah didasarkan pada:

a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang
mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan
barang milik daerah yang ada;

b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar
harga.

10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja
pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan
dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar
dapat dimanfaatkan secara optimal.

11) Pengadaan  barang milik daerah  dimaksud dalam
pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan
prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

12) Standar harga  pemeliharaan untuk satuan  biaya
pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri,
kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Belanja Tidak Terduga (BTT)

1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-
alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-
masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2024.

3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 81



4)

5)

1)

2)

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam
rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan
langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan
tersebut pada angka 4) dan untuk mendanai keperluan
mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan
dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya

diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi
hasil yang bersumber dari:

(1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada
kabupaten/kota.

(2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak
daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian
diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah
kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan
dengan ketentuan:

(@) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh
persen);

(b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota
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sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh
persen); dan

(e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan
dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak
Air Permukaan dimaksud diserahkan
kepada kabupaten/kota yang bersangkutan
sebesar 80% (delapan puluh persen).

(4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah
Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto,
yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang
dianggarkan dalam APBD T.A. 2024 harus
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah
pada T.A. 2024.

(6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan
target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada
akhir T.A. 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota pada T.A. 2024 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan
belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.

(8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
(a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota

menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah
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dan retribusi daerah kepada pemerintah desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota pada T.A. 2024 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

(c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah  dimaksud dilakukan setiap bulan
berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah.

(d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi
penerimaan target pajak daerah dan retribusi
daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada
akhir T.A. 2023, disalurkan kepada pemerintah
desa pada T.A. 2024.

b) Belanja Bantuan Keuangan

1)

(2)

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

(b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

(c) bantuan keuangan daerah provinsi ke
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya;

(d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke
daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi
lainnya; dan/atau

(e) bantuan  keuangan daerah  provinsi atau

kabupaten/kota kepada desa.
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(3) Bantuan keuangan terdiri dari:

(@) Bantuan  keuangan yang  bersifat umum
peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa
penerima bantuan,;

(b) Bantuan keuangan yang  bersifat khusus
peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan
sepenuhnya kepada penerima bantuan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah
desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus
tidak menggunakan sesuai peruntukan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan
keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah
desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus
wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah
pemberi bantuan keuangan khusus.

(5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan

bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana

pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal
pemberi  bantuan  keuangan = bersifat = khusus
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam
APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD T.A.
2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD T.A. 2024.

(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima
dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota
T.A. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
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(8)

()

(10)

(11)

(12)

(13)

desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD)
untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang
diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa
dalam APBD T.A. 2024 tidak termasuk DBH-CHT,
DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan
DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi
khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan
pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan
peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa
yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak
tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah
kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan
sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD
tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada
pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan
kurang bayar ADD T.A. 2023 dan terpisah dari ADD
T.A. 2024.

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada
pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah.

Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian
bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian

Risiko Bencana.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 86



5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan

Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang
terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan
pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan
prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam
belanja program/kegiatan.

Pada APBD Tahun 2023 Belanja Daerah Kota Denpasar dianggarkan
Rp2.359.997.001.430 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar
sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seribu empat ratus tiga puluh
rupiah) sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar
Rp2.200.495.392.343 (dua triliun dua ratus miliar empat ratus sembilan
puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh
tiga rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp159.501.609.087 (seratus
lima puluh sembilan miliar lima ratus satu juta enam ratus sembilan ribu
delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar (-6,76%) dari tahun sebelumnya.

Uraian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah adalah sebagai
berikut:

a. Belanja Operasi Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp1.811.649.620.589
(satu triliun delapan ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh
sembilan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh
sembilan rupiah) terdiri dari :

= Belanja Pegawai sebesar Rp897.781.578.360 (delapan ratus

sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh
rupiah);

* Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp789.266.375.832 (tujuh ratus

delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua

rupiah);
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4.1.2.

4.1.3.

* Belanja Bunga sebesar RpO (nol rupiah);

* Belanja Subsidi sebesar RpO (nol rupiah);

* Belanja Hibah sebesar Rp120.669.166.397 (seratus dua puluh
miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh
enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan

* Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.932.500.000 (tiga miliar

sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Belanja Modal Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp168.674.918.775

(seratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta
sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
terdiri dari:

* Belanja Tanah sebesar Rp157.500.000 (seratus lima puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah);

= Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.652.491.059 (dua puluh
miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan
puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);

* Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp62.360.950.650 (enam
puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima
puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

» Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp85.041.977.066
(delapan puluh lima miliar empat puluh satu juta sembilan ratus
tujuh puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah);

* Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp312.000.000 (tiga ratus dua
belas juta rupiah); dan

= Belanja Aset Lainnya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh
juta rupiah).

Belanja  Tidak  Terduga  Kota  Denpasar  ditargetkan  sebesar
Rp28.894.257.979 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan
puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan rupiah).

Belanja Transfer Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp191.276.595.000
(seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta
lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

* Belanja Bagi Hasil sebesar Rp84.010.723.000 (delapan puluh
empat miliar sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu

rupiah); dan
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» Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp107.265.872.000 (seratus

tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh

puluh dua ribu rupiah).

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kota

Denpasar, disajikan dalam tabel 5.1 tentang Target Belanja Daerah Kota

Denpasar Tahun 2022 - 2024.

Target Belanja Daerah Tahun 2022-2024

Tabel 5.1

(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN
NO URAIAN 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp)
1 2 3 4 5
B BELANJA
. DAERAH 2.255.949.990.776 | 2.359.997.001.430 | 2.200.495.392.343
5.1. | Belanja Operasi 1.832.674.477.654 | 1.843.846.965.298 | 1.811.649.620.589
5.1.1 | Belanja Pegawai 986.911.339.301 899.077.793.104 897.781.578.360
5.1.2. | Belanja Barang 769.796.574.883 |  805.563.030.869 |  789.266.375.832
. . . dan Jasa . . . . . . . . .
5.1.3. | Belanja Bunga - - -
5.1.4. | Belanja Subsidi - - -
5.1.5. | Belanja Hibah 72.553.813.470 136.458.691.325 120.669.166.397
Belanja Bantuan
5.1.6. | i 3.412.750.000 2.747.450.000 3.932.500.000
5.2. | Belanja Modal 231.124.177.605 | 309.670.874.153 168.674.918.775
5.2.1. | Belanja Tanah 241.500.000 346.500.000 157.500.000
Belania Peralat 20.652.491.059
€lanja reralatan
5.2.2. | gan Mesin 31.838.343.377 42.625.270.438
. 62.360.950.650
523 Belanja Bangunan
23| 4an Gedung 109.398.082.667 160.989.744.826
Belanja Jalan 85.041.977.066
5.2.4. | Irigasi dan 69.873.015.994 87.668.990.889
Jaringan
Belanja Aset Tetap 312.000.000
5.2.6. Lainnya 19.773.235.567 18.040.368.000
Belanja Aset 150.000.000
5.2.7 . . . .000.
Lainnya
5.3. | Belanja Tidak 29.430.356.017 28.894.257.979 28.894.257.979
Terduga

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 89




TARGET TAHUN TARGET TAHUN TARGET TAHUN
No URAIAN 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp)
1 2 3 4 5
Belanja Tidak 29.430.356.017 28.894.257.979 28.894.257.979
Terduga
5.4. | Belanja Transfer 162.720.979.500 | 177.584.904.000 191.276.595.000
5.4.1. | Belanja Bagi Hasil 59.220.774.000 73.271.000.000 84.010.723.000
5.4.2. | Belanja Bantuan 103.500.205.500 104.313.904.000 107.265.872.000

Keuangan

Sumber: BPKAD Kota Denpasar
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus

anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber

dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah.

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun

Anggaran berikutnya.

2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran

atau menutup defisit anggaran.

3. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai

1)

2)

dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA)

1)

(2)

Penganggaran  SiLPA  harus didasarkan pada
penghitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA
2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada T.A. 2024 yang tidak dapat didanai
akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA  tersebut  bersumber dari pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan
transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan
Daerah  yang sah, pelampauan penerimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya
capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran

pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 - 91



b)

d)

(3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan
penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah
wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai
penggunaannya.

(4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan
tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan
untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi
prioritas daerah yang harus dipenuhi.

(5) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.

(6) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan
rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan
penggunaan  SiLPA  dimaksud untuk  belanja
infrastruktur  pelayanan  publik daerah  yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dianggarkan sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang- undangan.

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

(1) Pembiayaan Utang Daerah  digunakan untuk
membiayai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan
langsung dari pihak luar negeri.

(3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah
dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu
mendapat persetujuan DPRD.

(4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan
APBD.

(5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:

(a) Pinjaman daerah
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i. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang
Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian
pinjaman dan bukan dalam bentuk surat
berharga, yang  mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain,
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

i) Pemerintah;

ii) Pemerintah Daerah lain;

iii) lembaga keuangan bank; dan/atau
iv) lembaga keuangan bukan bank.

iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari
Pemerintah diberikan melalui menteri yang
menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah
mendapatkan pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari
Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan
kepada lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank.

v. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.

vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional
atau syariah.

vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:

i) pengelolaan kas;

ii) pembiayaan pembangunan
infrastruktur Daerah;

iii) pengelolaan  portofolio  utang  Daerah;
dan/atau

iv) penerusan pinjaman dan/atau
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penyertaan modal kepada BUMD.
viii.Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas
dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan
harus dilunasi dalam Tahun Anggaran
berkenaan.

ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan
pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada
BUMD berupa penugasan
dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada
BUMD untuk membiayai program/kegiatan
yang bersifat strategis nasional atau penugasan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

x. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD
yang bukan merupakan program/kegiatan yang
bersifat strategis nasional harus mendapatkan
persetujuan menteri yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman
daerah yang bersumber dari pemerintah,
Menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan dalam negeri tidak memberikan
pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah
Daerah cukup melakukan penyampaian salinan
perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda
tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah

i. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa
pengakuan utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.

ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga
berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas
bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

dilakukan dalam rangka:
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i) pembiayaan pembangunan infrastruktur
Daerah;

ii) pengelolaan  portofolio  utang  Daerah;
dan/atau

iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan
modal kepada BUMD atas dana hasil
penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk
Daerah.

iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan
melalui pasar modal domestik dan dalam mata
uang Rupiah.

v. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
dalam rangka pembiayaan pembangunan
infrastruktur Daerah dilakukan untuk
penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah
mendapat pertimbangan menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri.

vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah
mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk
Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari
ahli syariah pasar modal.

viii.Barang milik Daerah dan/atau  objek
Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah
dapat digunakan sebagai dasar penerbitan
Sukuk Daerah.

ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset
Sukuk Daerah, dapat berupa:

i) tanah dan/atau bangunan; dan
ii) selain tanah dan/atau bangunan.

x. BMD sebagimana dimaksud huruf ix dapat
berupa barang berwujud ataupun barang tidak
berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan
kas.

xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

dipindahtangankan  dan/atau  dihapuskan
sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.

xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam
hal
obligasi daerah/sukuk daerah yang diterbitkan
membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah
mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk
daerah harus memuat ketentuan mengenai
kegiatan yang dibiayai dari obligasi
daerah/sukuk daerah beserta barang milik
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut
yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah
wajib  menyampaikan  Peraturan  Daerah
mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk
daerah kepada otoritas di bidang pasar modal
sebelum pernyataan efektif obligasi
daerah/sukuk daerah dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas
Pembiayaan utang pihak lain.

Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan
atau digadaikan wuntuk mendapatkan Pembiayaan
Utang Daerah.

Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban
pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.

Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang
daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan
berakhirnya kewajiban.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan
pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah,
Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman

daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga

yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah

jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan

dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

dalam negeri.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan

Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari

Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah,

mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih

dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling

sedikit melampirkan:

(a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

(b) kerangka acuan kegiatan;

(c) RPJMD;

(d) RKPD;

(e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3
(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;

(f) APBD Tahun Anggaran berjalan;

(g) Rancangan Perda tentang APBD tahun
pinjaman berkenaan.

Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan

pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima

dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang

bersangkutan.

Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan

untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah,

dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau

sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun

Anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan

utang daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan
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sinergi pendanaan.

(18) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk
melakukan  pembiayaan utang daerah  harus
dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda
tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(19) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang
berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri
dan/atau dalam negeri.

(20) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang
luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan
antara menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala
Daerah.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

(1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian
serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun
Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar
menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima
pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas
penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan
kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
a. Pengeluaran Pembiayaan
1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
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1)

(2)

(3)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengan perjanjian pembiayaan utang dan
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus
diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan
berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang
menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan
pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang,
Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan
pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD T.A. 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD T.A. 2024 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD T.A. 2024 .

b) Penyertaan Modal Daerah

(1)

(2)

(3)

Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam T.A. 2024 telah
ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal
daerah Dbersangkutan dan pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan
Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda
tentang APBD.
Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan
modal daerah memperhatikan ketentuan:
(a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal,
Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan
investasi Pemerintah  Daerah dan  analisis

penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh
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Kepala Daerah.

(b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan
profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya.

(d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang
telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan
modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah
diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal
tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan pada Perda mengenai
penyertaan modal.

(e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah
jumlah  penyertaan modal melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah
Daerah melakukan perubahan Perda mengenai
penyertaan modal dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah
Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada
BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD
sektor  perbankan, Pemerintah Daerah  dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud
guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan
Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital
Adequacy Ratio (CAR).

(5) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti
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minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan paling
lambat 31 Desember 2024.

(6) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham
pengendali, melakukan penyertaan modal kepada
BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham
menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

(7) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima
puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut,
dilakukan paling lama S (lima) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana
Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan
Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(8) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang
non permanen dalam bentuk dana bergulir.

(9) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah
dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga
Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non
Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

(10)Dalam  rangka mendukung pencapaian target
Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025
yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di
wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh
persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam
puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat
struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut
dilakukan dengan menambah penyertaan modal
Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari
pemanfaatan laba bersih PDAM.

(11)Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk
penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan
sarana sistem penyediaan air minum, serta

peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan
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pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal guna
peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air
minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s
dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

c) Pembentukan Dana Cadangan

(1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda
tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut
paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan
dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan
yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan
rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan, sumber dana
cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana
cadangan.

(2) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud
ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah
bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

T.A. 2024 bersaldo nihil.

a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang
APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume
program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan,
dan/atau pengeluaran pembiayaan.

b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang
APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah
Daerah  melakukan  pengurangan bahkan  penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban
daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program,

kegiatan dan sub kegiatan.
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Untuk melihat dengan jelas Pembiayaan Daerah Kota Denpasar dapat

dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah TA 2022 - 2024
TARGET TAHUN | TARGET TAHUN TARGET TAHUN
NO URAIAN 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp)
6. PEMBIAYAAN 280.324.869.867| 230.411.935.701| 227.716.952.547
DAERAH
6.1 Penerimaan 280.324.869.867| 234.988.340.789| 227.716.952.547
Pembiayaan
6.1.1 Sisa lebih| 280.324.869.867 234.988.340.789 227.716.952.547
perhitungan anggaran
tahun anggaran
sebelumnya (SiLPA)
6.1.6. Penerimaan Kembali 0
Investasi Non
Permanen Lainnya
6.2 Penge.luaran o 4.576.405.088 0o
Pembiayaan
6.2.2 Penyertaan Modal 0 0

(Investasi) Daerah

4.576.405.088

Sumber:BPKAD Kota Denpasar
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam
menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila Pendapatan
Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai
pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah
diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya.

Memaksimalkan pendapatan harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Secara Umum, penganggaran pendapatan
daerah Kota Denpasar setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal
mungkin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target
Anggaran Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan
penguatan pengelolaan pemungutan;

2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan
Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan
retribusi Daerah;

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang
berbasis teknologi informasi;

4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar
Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan
Daerah;

5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas
pengelolaan pendapatan daerah;

6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan
biaya pembangunan daerah; dan

7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak
dilakukan dengan memaksimalkan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi.

8. Mencermati penetapan target pendapatan daerah dengan
memperhatikan potensi pajak daerah, perkiraan pertumbuhan
ekonomi.

9. Melakukan penetapan dan pengawasan penyetoran pajak daerah
dan retribusi daerah dengan Dberbasis teknologi seperti

menyiapkan berbagai channel pembayaran non tunai bekerjasama
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dengan Bank BPD Bali sehingga Wajib Pajak (WP) dan Wajib
Retribusi (WR) sudah bisa melakukan pembayaran melalui teller
Bank BPD Bali, Mobile Banking, Internet Banking, Agen Bank,
QRIS dan Virtual Account dari bank lain.

Pemberian relaksasi pembayaran, pemberian relaksasi piutang
PBB serta pemberian reward.

Bapenda Kota Denpasar bekerjasama dengan Bank BPD Bali dan
MIPA Unud juga sudah mengembangkan satu aplikasi On
Boarding Pembayaran Pajak dan Retribusi yang disebut PaGi
Denpasar (Pajak Digital Kota Denpasar) yang sudah dilaunching
pada tanggal 23 Desember 2021. Aplikasi ini memungkinkan WP
melakukan registrasi, memantau riwayat pembayaran serta
melakukan pembayaran pajak dalam genggaman melalui 1
aplikasi dimaksud.

Di bidang retribusi, bekerjasama dengan Bank BPD Bali juga
sudah mengimplementasikan penerapan E-Retribusi Pasar,
EParkir, dan Pungutan Online Retribusi Sampah melalui QRIS.
Hingga saat ini terdata seluruh pedagang pasar di bawah kelolaan
Perumda Pasar Sewakadarma (15 pasar) sudah menerapkan
eretribusi sehingga pungutan ke para pedagang sudah dilakukan
melalui kartu QR pedagang. Dan saat ini juga sudah merambah ke
berbagai Pasar Desa Adat di Kota Denpasar.

Untuk parkir, saat ini sudah diterapkan Parkir Digital di 52 titik
parkir di Kota Denpasar dengan membekali petugas parkir dengan
rompi parkir digital yang sudah dilengkapi dengan barcode QRIS
Dinamis Lock nominal parkir motor dan mobil sehingga
masyarakat hemat waktu saat melakukan pembayaran parkir
dengan QRIS.

Bank BPD Bali saat ini juga sudah memiliki dompet digital BaliPay
yang bisa diakses oleh siapa saja baik yang sudah menjadi
nasabah atau belum sehingga tentunya sangat mendukung
pelaksanaan digitalisasi di berbagai jenis pajak dan retribusi
nantinya.

Dengan upaya-upaya Elektronifikasi Transaksi Daerah melalui
REDITIA (Renon Digital Area) sebagai bentuk branding atas

percepatan perluasan digitalisasi daerah.
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Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk
anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan
kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian
daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk
realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses
belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja
hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang
kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus
disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara
terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut
untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti dapat mengeluarkan
uang (belanja) dengan seenaknya. Auditor pemerintah juga memberi perhatian
lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar
kebocoran APBD terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat
disebabkan oleh adanya praktik KKN maupun karena ketidakpahaman
penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja.

Selain hal tersebut, salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak
optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen
anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian
target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat
belanja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan
pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah.
Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang
benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal
ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan,
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif
lainnya. Untuk itu Belanja daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut:

1. Belanja daerah tidak dialokasikan secara overspending (belanja yang

melebihi kebutuhan);

2. Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

kepada masyarakat dan memastikan kelancaran = jalannya
pemerintahan serta menghindari misspending (belanja yang tidak

sesuai kebutuhan);
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. Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan sehingga menghindari underspending (belanja
yang tidak terlaksana);

. Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk
menghindari fraud spending (belanja yang melanggar ketentuan
hukum);

. Meningkatnya koordinasi dengan institusi bidang pengawasan,
Inspektorat Kota, Provisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dan kerja sama terpadu
dengan intansi terkait guna meningkatkan efisiensi belanja daerah
berdasarkan peraturan; dan

. Meningkatkan transparansi, Ketidakefisienan kinerja pemerintah
dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan
kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka
kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan,
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan
negatif lainnya.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat

masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah

satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah

akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan

dana masyarakat yang mendasarkan konsep Value For Money, maka

diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang

berorientasi pada kinerja (performance budget). Anggaran kinerja tersebut

adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah

dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Sehingga penganggaran di

Kota Denpasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik

2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah

(work better and cost less)

3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan

akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran

4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh

jenis pengeluaran maupun pendapatan

5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja

disetiap organisasi yang terkait
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6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para
pelaksananya.

Performance budget sebagai upaya untuk memperbaiki proses

pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendalian tidak
hanya dilakukan pada akhir proses anggaran, tetapi harus dilakukan pada
setiap tahap mulai dari perencanaan, implementasi maupun output-nya akan
dievaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan atau kesalahan
yang terjadi sedini mungkin dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingga
efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.
Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi pada kinerja pada
dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi
yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah
Daerah adalah sebagai pelaksana teknis yang meliputi:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan
keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang
sesuai dengan kondisi daerah,

2. Untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan
pengeluaran sesuai dengan APBD yang ditetapkan, dan

3. Informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya, baik kepada

DPRD, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun dunia Internasional.
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BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2024 ini disepakati bersama antara Walikota Denpasar dengan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, sebagai
pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024.

Denpasar, 21Juli 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH _—===WALIKOTA DENPASAR
s N Ko\
_oPRb KOTA DENPASAR g

\‘ e
{GURAH GEDE, SH. | GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.
KETUA
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